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Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 40
(1) Ditingkat kabupaten dibentuk Dewan Pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART).

(3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris
merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat
ditambah dengan unsur birokrasi dan legisatif jika dipandang perlu dengan
memperhatikan kesetaraan gender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari
17 orang dan berjumlah ganijil.

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat
berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan
penyelenggara  pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite
Sekolah /Madrasah, dunia usaha/industri, orangtua peserta didik, dunia
industri dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.

(5) Pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan
kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan.

(6) Dewan pendidikan berperanserta memberi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

(7) Pemerintah kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya
yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan

(8) Tugas dan fungsi Dewan penddidikan adalah sebagai mediator antara Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten dan masyarakat; member
dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat kabupaten, member
masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan ditingkat kabupaten,
dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program pengembangan
pendidikan ditingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 41
(1) Di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.

(2} Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).

(3) Susunan pengurus Komite sekolah/Madrasah terdiri dari seorang ketua
merangkap anggota, secorang wakil ketua merangkap anggota, seorang
sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan
jika dipandang perlu dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif
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pengurus tidak lebih dari 15 orang dan berjumlah ganjil.

(4) Komite Sekolah /Madrasah berperan-serta dalam memberi pertimbangan
kepada sekolah /madrasah berkaitan dengan pengembangan satuan

(5) Dalam menjalankan tugasnya, Komite sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan
penyelenggara.

(6) Pemerintah kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang
tidak  mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi  Komite
Sekolah /Madrasah.

(7) Untuk memudahkan koordinasi disetiap kecamatan dan gugus satuan
pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang
anggotanya terdiri dari perwaklan Komite Sekolah/Madrasah.

(8) Tugas dan fungsi Komite sekolah adalah sebagai mediator antara satuan
pendidikan dan masyarakat; member dukungan pelaksanaan program
pendidikan ditingkat satuan pendidikan, member masukan (advisor) dalam
pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring-
evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan
pendidikan.

BAB XIv
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 42

(1) Pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan
secara berkala dalam rangka peningkatan muty pendidikan.

(3) Evaluasi dilaksanakan Secara  sistematis dengan mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria
tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.

(4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang
pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pro
gram pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana,
pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

Pasal 43

(1) Evaluasi menggunakan satuan wakty pembelajaran untuk mengukur dan
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuyan
pendidikan.
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(2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu
pada standar baku nasional.

(3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan
proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 44

(1) Organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam
bentuk badan hukum.

(2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan
Standar Pendidikan Nasional.

(3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara
penilaian baku Badan Standar Pendidikan Nasional.

Pasal 45

(1) Pemerintah kabupaten membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten
- (UPAK) yang bertugas melakukan evaluasi kinerja sekolah.

(2) Dalam melakanakan tugas, UPAK mendapat bantuan dana yang bersumber
dari APBN dan APBD.

Pasal 46

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan
harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik dan
kependidikan.

(2) Sertifikat kompetensi pendidik/kependidikan dikeluarkan oleh lembaga
pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang memiliki program
kependidikan.

- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 47

(1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta
masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada
semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas.



- BAB XVI
SUPERVISI PENDIDIKAN

Pasal 48

(1) Supervisor/ Pengawas/Penilik adalah tenaga fungsional pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

(2) Tugas pokok dan fungsi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang
selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah daerah wajib untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas
kepengawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 49

(1) Pemerintah kabupaten, Satuan pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin
kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri
maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(2) Ketentuan mengenai kerja sama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NEGARA LAIN
DI KARANGASEM

Pasal 50

Satuan pendidikan asing yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing
dan/atau badan penyelenggara pendidikan asing yang berada di kabupaten
Karangasem, bagi peserta didik warga negara asing dan/atau warga negara
Indonesia, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan atas persetujuan pemerintah kabupaten.

Pasal 51

(1) Satuan Pendidikan Asing dapat didirikan di Kabupaten Karangasem
berdasarkan ijin Pemerintah Kabupaten dengan syarat-syarat teknis
pendirian serta penyelenggaraannya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan.

(2) Satuan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Tenaga pendidik dalam satuan pendidikan asing yang telah mendapat izin
dari pemerintah kabupaten, sekurang-kurangnya 40% adalah warga negara
Indonesia.

(4) Satuan Pendidikan Asing dapat menggunakan kurikulum negara‘ asing yang
bersangkutan, kurikulum nasional, dan kurikulum muatan lokal.
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(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat
(3), dan ayat (4) diatur melalui Nota Kesepahaman dan/atau peraturan
bupati.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 52

(1) Sanksi dikenakan kepada lembaga, perorangan, maupun pejabat yang
melanggar peraturan daerah inj.

(2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi:
teguran;

peringatan tertulis;

penundaan pemberian hak;

penurunan pangkat;

pemberhentian dengan hormat; atau

pemberhentian tidak dengan hormat.

me oo

(4) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peffaturan
Daerah ini dengan penémpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 Maret 2011

L BUPATI KARANGASEM, g,

/zj I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

s/

I'NEINGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 5



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan
kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini
merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan
masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai
dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem,
pendidikan di Kabupaten Karangasem diselenggarakan dalam Krangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional. Pendidikan di Kabupaten Karangasem diselenggarakan
dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional
yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi diberbagai bidang
pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga
makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan akhirnya sampai ke satuan-
satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2005-2009, menjadi lebih berbasis
daerah, masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.

Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
tersebut, maka ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum
penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan
lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan,
khususnya masyarakat Kabupaten Karangasem, serta keadaan dan tuntutan
perkembangan bangsa secara umum.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, telah dibentuk
Dewan Pendidikan pada awal tahun 2005 yang bertugas melakukan pengkajian,
penelitian, dan pengembangan pendidikan sebagai bahan pertimbangan bagi
Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasiskan
kebutuhan masyarakat. Di tingkat satuan pendidikan/persekolahan juga
dibentuk Komite Sekolah/Madrasah yang bertugas mendampingi sekolah dalam
menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M), serta memberikan dukungan
sumberdaya dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah dan
melakukan pemantauan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan RPS/RKA-
S/M yang telah disepakati. Untuk mendukung keefektifan koordinasi dan
komunikasi antar Komite Sekolah/Madrasah yang tersebar di pelosok wilayah
Kabupaten Karangasem, Dewan Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas P&K
kecamatan melakukan rintisan untuk membentuk Forum Komunikasi Komite
Sekolah di setiap kecamatan. Dalam rangka menjamin pengembangan mutu
layanan pendidikan telah dibentuk Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Badan ini
merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan sertifikasi
kelayakan kinerja sekolah dalam melayani pelanggannya sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya
masyarakat belajar adalah suatu kewajiban pemerintah daerah
untuk mendorong terselenggaranya pendidikan formal (persekolahan
pendidikan dasar dan menengah), informal (Pendidikan usia dini)
dan non formal (PaketA, B, C dan kursus-kursus) secara seimbang.
Sehingga anak usia sekolah minimal dapat menuntaskan pendidikan
dasar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Pelayanan pendidikan minimal dalam wajib belajar adalah
pendidikan minimal yang harus dituntaskan peserta didik, baik
melalui jalur pendidikan formal (SMP/MI) maupun jalur pendidikan
non-formal (Paket B).

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendanaan penyelenggaraan wajib belajar, dihitung berdasarkan
satuan dan jumlah peserta didik yang dilayani. Kenaikan dan atau
penurunannya ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan
kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Dana tersebut tidak
termasuk Dana Alokasi Khusus dan gaji pegawai.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Peran masyarakat dalam perencanaan program wajib belajar
ditingkat kabupaten diwakili oleh Dewan Pendidikan, sedangkan
ditingkat Satuan Pendidikan diwakili oleh Komite Sekolah/
Madrasah.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)



Ayat (7)

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas..

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, yaitu model

pembelajaran yang berorientasi
sebagai fasilitator.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

pada murid dan memposisikan guru



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
, Kerjasama pendidikan termasuk koordinasi promosi dan mutasi guru
! & maupun kepala sekolah pada sekolah-sekolah swasta,

» Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
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